INSTRUKSI MENTBRI DALAM NEGERI

NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

UPAYA MENYUKSESKAN PEMILU 7 JUNI 1999
Menimbang : 
a. bahwa Pemilihan Umum 1999 mempunyai nilai yang sangatstrategis dalam upaya penyelamatkan, rehabilitasi sertarekonstruksi bangsa dan negara untuk masa depan;
b. bahwa masih adanya rasa saling curiga perlu segeradiupayakan untuk meletakkan dasar-dasar sikap percayamempercayai antara satu dengan yang lain;
c. bahwa pengawasan Pemilihan Umum dilaksanakan olehsebuah badan pengawas yang mandiri dan dapat ditambaholeh lembaga-lembaga pemantau independen lainnya yangtumbuh atas inisiatif masyarakat;
d. bahwa untuk suksesnya Pemilihan Umum 1999, maka perludikeluarkan instruksi kepada seluruh Gubernur KepalaDaerah Tingkat I terutama dalam upaya meningkatkankepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
Mengingat : 
1. TAP MPR Nomor XIV/MPR/I998 tanggal 13 Nopember 1999 tentang Pemilihan Umum antara lain disebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil;
2. TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai Haluan Negara;
3. Pidato Presiden RI tanggal 5 Januari 1999 tentang Pengantar RAPBN 1999/2000 dinyatakan bahwa Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pemilihan Umum dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya serta transparan.
MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada 
: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se-Indonesia.
Untuk
PERTAMA 
:
Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum 1999 agar para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menginstruksikan kepada seluruh jajarannya sampai Tingkat Desa untuk bersikap netral,tidak memihak dan menjaga jarak yang sama dengan seluruh organisasi peserta Pemilu.
KEDUA 
:
Menerima dengan baik lembaga-lembaga pemantau Pemilu yang independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 Maret 1999
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
SYARWAN HAMID

Tembusan kepada:
1. Yth. Bapak Presiden RI (sebagai laporan);
2. Yth. Menteri sekretaris Negara;
3. Yth. Para Menko Kabinet Reformasi;
4. Yth. Para Menteri Kabibet Reformasi;
5. Arsip. 

